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Abstract

The measles outbreak in Sumenep Regency was declared an extraordinary event (KLB) in
August 2025, with 2,139 suspected cases and 17 child deaths. This situation highlights
significant challenges in the capacity of regional health services, particularly in terms of
emergency immunization coverage, which has only reached 91.3%, falling short of the herd
immunity threshold of 95%. This study aims to analyze structural weaknesses in local health
governance and formulate policy interventions to strengthen health workforce capacity,
immunization outreach, and outbreak response in Sumenep’s archipelagic areas. The methods
used include Multiple Perspective Analysis (technical, organizational, and personal), followed
by forecasting techniques and comparison of policy alternatives. The analysis results indicate
that the main problem is governance failure rooted in organizational capacity, as evidenced by
the lack of public health personnel for promotive and preventive functions in 77% of
Community Health Centers (Puskesmas) in Sumenep, which significantly hampers the
distribution of services in the archipelago. Key recommendations include strengthening human
resource management through redistribution of personnel, training, and performance-based
incentives. This study confirms that structural reform in health human resource governance is
a prerequisite for improving public service performance and preventing similar outbreaks in
the future.

Keywords: herd immunity, extraordinary event, Multiple Perspective Analysis (MPA),
measles outbreak, health governance.

Abstrak

Wabah campak di Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB)
pada Agustus 2025 dengan catatan 2.139 kasus suspek dan 17 kematian anak. Situasi
ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam kapasitas pelayanan kesehatan
daerah, terutama terkait cakupan imunisasi darurat yang hanya mencapai 91,3%, di
bawah ambang herd immunity sebesar 95%. Studi ini bertujuan untuk menganalisis
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kelemahan struktural dalam tata kelola kesehatan lokal dan merumuskan intervensi
kebijakan untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, jangkauan imunisasi, dan
respons terhadap wabah di wilayah kepulauan Sumenep. Metode yang digunakan
adalah Multiple Perspective Analysis (technical, organizational, dan personal), diikuti
dengan teknik peramalan dan perbandingan alternatif kebijakan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa masalah utama adalah kegagalan tata kelola yang berakar pada
kapasitas organisasi. Hal ini terbukti dari data yang ditemukan, bahwa 77%
Puskesmas di Sumenep tidak memiliki tenaga Kesehatan Masyarakat untuk fungsi
promotif dan preventif, sehingga menghambat pemerataan layanan kesehatan di
wilayah kepulauan. Rekomendasi utama yang diusulkan meliputi penguatan
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui redistribusi pegawai, pelatihan,
dan insentif berbasis kinerja. Studi ini menegaskan bahwa reformasi struktural dalam
tata kelola SDM kesehatan merupakan prasyarat untuk peningkatan kinerja layanan
publik dan pencegahan wabah serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: herd immunity, Kejadian Luar Biasa (KLB), Multiple Perspective Analysis
(MPA), wabah campalk, tata kelola kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Campak atau yang dikenal sebagai measles-rubella adalah penyakit infeksi yang berasal
dari virus dan termasuk penyakit yang mudah menular sehingga dapat berkembang menjadi
wabah (Sihotang et al., 2019). Selain itu, campak merupakan penyakit menular golongan
paramyxovirus akibat virus yang menyebar melalui udara dan dapat menyebabkan komplikasi
mematikan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa
campak jauh lebih menular daripada Covid-19 dan menimbulkan kematian (Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Ciri utama orang terkena campak dapat dilihat dari
demam prodromal, batuk, coryza, dan konjungtivitis diikuti oleh ruam makulopappular yang
menyebar dari kepala hingga ke area badan (Balu & Mostow, 2019).

Transmisi penyakit campak memiliki sensitivitas terhadap faktor lingkungan dan
menunjukkan stabilitas tinggi pada kelembaban relatif di bawah 40%. Oleh karena itu, di
kawasan tropis, kasus campak seringkali melonjak pada periode musim kemarau atau musim
panas, yaitu pada bulan April hingga September (Riastini & Sutagra, 2021). Campak belum
memiliki pengobatan spesifik, namun dapat dicegah melalui imunisasi menggunakan vaksin
Measles Rubella (MR) pada anak mulai usia 9 bulan hingga 15 tahun (Kantohe et al., 2019). Pada
imunisasi campak, pengetahuan orang tua mengenai pemberian vaksin MR dinilai memiliki
peranan penting, karena berkaitan dengan keikutsertaan anak dalam program imunisasi
sebagai upaya preventif (A. Putri et al., 2020).

Lonjakan kasus campak yang terjadi sejak tahun 2020 di berbagai provinsi di
Indonesia hingga ditetapkan menjadi KLB, disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi
akibat fokus pemerintah yang sempat terpecah karena penanganan Covid-19 (Rampengan &
Rampengan, 2024). Lonjakan kasus campak nasional tersebut tercermin di tingkat daerah,
termasuk di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Munculnya kasus pertama campak di
Sumenep dikonfirmasi oleh Kemenkes terjadi pada Agustus 2024. Kondisi ini didukung oleh
laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, drg. Ellya Fardasah, yang
menyebutkan bahwa kasus pertama muncul pada Agustus 2024. Hingga 26 Agustus 2025
telah tercatat 2.139 kasus suspek dengan 205 kasus terkonfirmasi, serta hampir seluruhnya
menyerang balita dan anak usia sekolah dasar.

Krisis kesehatan publik ini semakin merebak setelah terjadi lonjakan kasus suspek dan
sejumlah kasus kematian anak pada pertengahan Agustus 2025. Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumenep mencatat hingga akhir Agustus 2025, terdapat korban jiwa sebanyak 17 anak yang
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meninggal dunia akibat campak (Tempo, 2025). Selain itu, kasus ini telah berimbas pada
penyebaran wabah yang meluas hingga ke 14 provinsi dengan 46 wilayah terdampak
(Kompas, 2025).

Wabah campak di Kabupaten Sumenep telah resmi ditetapkan oleh pemerintah
setempat sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 21 Agustus 2025. Wabah campak
dikategorikan sebagai KLB apabila dalam kurun waktu empat minggu berturut-turut
ditemukan sedikitnya lima kasus klinis yang muncul secara berkelompok serta memiliki
keterkaitan epidemiologis (Yahmal, 2021). Penetapan status KLB ini menandakan terjadinya
krisis dalam segi kesehatan publik yang memerlukan penanganan darurat dan intervensi
kebijakan yang cepat. Hal ini menjustifikasi bahwa wabah campak di Kabupaten Sumenep
membutuhkan penanganan yang cepat untuk memutus rantai penyebaran yang lebih besar.

Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan
melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI). ORI merupakan intervensi vaksinasi
massal yang ditujukan untuk mengendalikan penularan penyakit menular ketika terjadi
peningkatan kasus atau KLB. Vaksinasi massal telah dilakukan sejak 25 Agustus 2025 dan
dilanjutkan secara bertahap hingga pertengahan September 2025. Berdasarkan data dari
Situation Report pada situs web Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada hari ke-22 pelaksanaan
ORI, cakupan vaksinasi di Sumenep mencapai 91,3% dari total sasaran sebanyak 73.969 anak.
Namun, capaian tersebut masih berada di bawah ambang batas herd immunity yaitu 95%.
Rendahnya cakupan vaksinasi juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya penerimaan
masyarakat terhadap vaksinasi. Secara teknis, kegagalan mencapai ambang batas tersebut
mengindikasikan bahwa momentum intervensi masih bersifat reaktif, yaitu melalui
pelaksanaan ORI saat kasus telah mencapai puncak, dan belum sepenuhnya bersifat proaktif.
Akibatnya, akumulasi kerentanan di masyarakat masih dapat memicu transmisi penyakit
secara intens.

Faktor risiko kejadian campak dikelompokkan menjadi dimensi perilaku dan dimensi
struktural. Faktor perilaku meliputi riwayat imunisasi, pengetahuan ibu dan persepsi ibu
yang turut menentukan pengambilan keputusan vaksinasi (Arianto et al., 2018). Sementara
itu, faktor struktural mencakup kompetensi tenaga medis dalam pengelolaan vaksin, usia
anak, dan riwayat kontak. Selain itu, faktor lingkungan seperti kepadatan hunian dan sanitasi
yang buruk, turut memperparah risiko penularan. Kegagalan kinerja layanan ini diperparah
oleh faktor eksternal, yaitu rendahnya penerimaan masyarakat yang dipengaruhi oleh hoaks
yang menyatakan bahwa vaksin haram dan kekhawatiran terkait nilai-nilai keagamaan (BBC
News, 2025).

Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada
faktor epidemiologis atau perilaku individu, artikel ini menawarkan pendekatan analisis
kebijakan yang lebih komprehensif dengan menggunakan Multiple Perspective Analysis
(MPA). Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara dimensi teknis, organisasi, dan
personal dalam memahami kegagalan respons terhadap KLB campak di Kabupaten
Sumenep. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada diagnosis masalah, tetapi
dilanjutkan dengan mengembangkan proyeksi (forecasting) dan membandingkan alternatif
kebijakan secara sistematis. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada
penggabungan analisis perspektif berganda dengan kerangka analisis kebijakan untuk
menghasilkan rekomendasi yang lebih operasional dan kontekstual, khususnya pada wilayah
kepulauan.
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2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1. Herd Immunity

Secara epidemiologis, herd immunity merujuk pada kondisi ketika proporsi individu
yang kebal di suatu populasi cukup tinggi. Hal itu menyebabkan peluang patogen untuk
menemukan orang rentan menurun, transmisi melambat, dan insidensi kasus menjadi turun.
Literatur menjelaskan bahwa terdapat suatu ambang kekebalan kelompok yang sering
diperkirakan secara sederhana dengan rumus insidensi penyakit. Intinya, untuk patogen
dengan tingkat penularan sangat tinggi seperti campak, ambang praktisnya mendekati >95%
dengan syarat distribusi kekebalan cukup merata antarkelompok (Metcalf et al., 2015).

Asumsi kunci konsep ini setidaknya ada tiga. Pertama, rumus ambang yang
sederhana menganggap semua orang berbaur secara acak. Padahal, di dunia nyata kita
berinteraksi dalam kelompok seperti keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat.
Akibatnya, jika terdapat kelompok dengan cakupan vaksin rendah, penularan tetap bisa
bertahan di kelompok itu meski rata-rata cakupan kabupaten sudah tinggi. Kedua, ambang
juga menyiratkan efektivitas vaksin terhadap transmisi yang tinggi, bila efektivitas turun,
maka cakupan yang dibutuhkan meningkat (Fine et al.,, 2011). Ketiga, strategi dalam
merespons wabah harus disesuaikan dengan struktur jaringan sosial dan risiko spesifik suatu
kelompok, bukan hanya mengandalkan perhitungan cakupan rata-rata populasi secara
keseluruhan (Yang et al., 2024).

Implikasinya dalam kasus di Sumenep, capaian cakupan rata-rata belum memadai
bila masih terdapat Puskesmas dengan cakupan <95%. Fokus kebijakan seharusnya bukan
sekadar menaikkan angka vaksin di tingkat kabupaten, melainkan juga memastikan
pemerataan cakupan hingga 295% sehingga menjadikan wabah benar-benar hilang, bukan
sekadar surut sementara.

2.2.  Health Belief Model (HBM)

Health Belief Model (HBM) adalah teori mengenai perilaku dalam kesehatan yang
dimaksudkan untuk memahami bagaimana persepsi seseorang terhadap penyakit
memengaruhi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan pencegahan (Laili
et al., 2023). Teori tersebut membantu menjelaskan sejauh mana individu menyadari risiko
serta persepsi mereka dalam mendorong tindakan mencegah penyakit tersebut. HBM
menjelaskan keputusan individu untuk melakukan tindakan pencegahan melalui empat hal,
yaitu perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, dan perceived barriers yang
dipicu oleh cues to action. Secara historis, model ini dibangun untuk memahami mengapa
banyak orang tidak memanfaatkan layanan pencegahan seperti imunisasi meski tersedia dan
mudah ditemukan, dengan gagasan bahwa perilaku kesehatan mencerminkan pertimbangan
ancaman dan manfaat dari tindakan yang disarankan (Green et al., 2020).

HBM berangkat dari argumen bahwa persepsi mampu mengarahkan perilaku
sehingga individu cenderung bertindak ketika mereka merasa rentan terhadap penyakit.
Edukasi berbasis HBM secara nyata dinilai dapat meningkatkan kesadaran, persepsi risiko,
dan keyakinan diri individu untuk dapat melakukan tindakan pencegahan penyakit dalam
hal kesehatan (Jaya et al., 2023). Sejalan dengan konsep tersebut, terdapat temuan pada
penelitian di Desa Cipicung terkait perilaku ibu dalam keputusan imunisasi pada bayi, tidak
hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, namun juga sangat dipengaruhi oleh konstruksi
persepsi sesuai kerangka HBM (L. T. D. Putri et al., 2022). Oleh karena itu, individu yang
memahami HBM akan lebih siap dan memiliki kemauan untuk mengubah perilaku kesehatan
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dibandingkan individu yang tidak menerima pendekatan ini. Penelitian tersebut
memperkuat pandangan bahwa pendekatan berbasis perubahan persepsi menjadi strategi
kunci dalam meningkatkan HBM dan penerimaan imunisasi di masyarakat.

2.3. Teori Governance

Teori governance memandang penyelenggaraan urusan publik sebagai kerja jejaring
multiaktor yang perlu dikendalikan melalui aturan main, insentif, dan koordinasi.
Pemerintah berperan sebagai meta-governor, bertugas untuk menyelaraskan peran dan
sumber daya untuk mencapai tujuan publik. Perdebatan mutakhir menyoroti governance
failure, yaitu kegagalan jejaring karena konflik kepentingan, lemahnya kepercayaan, atau
steering negara yang tidak efektif (Chhotray & Stoker, 2009). Asumsi kunci teori ini adalah
bahwa tidak ada aktor yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah kompleks sendirian.
Hasil publik bergantung pada desain koordinasi yang menyatukan peran dan insentif lintas
unit. Praktik yang efektif perlu menggabungkan kontrol dan dukungan, menggunakan
indikator kinerja dan supervisi tanpa mematikan inisiatif profesional, serta selalu kontekstual.

Dalam kasus Sumenep, diagnosis kegagalan sistemik menandakan adanya kebutuhan
intervensi pada kapasitas dan koordinasi, yakni membutuhkan stewardship untuk
redistribusi/mobilisasi tenaga kesehatan (Nakes), agency untuk KPI respons ORI <5 hari, serta
penguatan rantai pasok dan sistem data perencanaan guna mencegah stock out dan
mempercepat penutupan kantong cakupan rendah. Dengan mesin kelembagaan yang andal
di sisi supply, strategi HBM di sisi demand dapat bekerja optimal. Keduanya mendorong
pemerataan cakupan >95% sehingga target herd immunity tercapai dan transmisi berhenti
secara berkelanjutan.

Ketiga kerangka saling mengunci, yaitu governance menata kapasitas dan koordinasi
layanan, HBM mengungkit penerimaan melalui pengelolaan persepsi, hambatan, dan cues,
dan herd immunity menetapkan target epidemiologis yang mesti dilampaui.

2.4. Analisis Kebijakan Multiple Perspective Analysis (MPA)

Analisis kebijakan pada dasarnya merupakan pendekatan sistematis yang digunakan
untuk memahami, merumuskan, mengevaluasi, serta menghasilkan rekomendasi terhadap
persoalan publik yang kompleks (Li, 2016). Dalam perkembangannya, analisis kebijakan
tidak lagi hanya dipahami sebagai proses teknis yang berorientasi pada rasionalitas ilmiah
dan kuantifikasi semata, tetapi juga mencakup dimensi politik, sosial, ekonomi, serta
kepentingan para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan (Durrance, 2022; Wildavsky,
2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan publik bersifat multidimensional sehingga
tidak dapat dijelaskan melalui satu pendekatan saja. Oleh karena itu, penggunaan berbagai
perspektif dalam proses analisis menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman dan
rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika
implementasi kebijakan di lapangan. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam tradisi
tersebut adalah Multiple Perspective Analysis (MPA) yang dikembangkan oleh Harold A.
Linstone sebagai respons terhadap keterbatasan analisis sistem tradisional yang terlalu
bergantung pada pendekatan teknis-rasional dan kuantitatif (Linstone, 1989). Pendekatan ini
bertujuan untuk memperluas wawasan dalam memahami suatu persoalan sekaligus
membantu mengelola ketidakpastian dalam proses kebijakan melalui penggunaan berbagai
sudut pandang yang berbeda (Linstone, 1989).

Dalam kerangka MPA, suatu masalah publik dipahami sebagai fenomena yang
kompleks dan tidak terstruktur (ill-structured problems), sehingga perumusannya tidak dapat
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hanya bertumpu pada satu bentuk pengetahuan atau perspektif tertentu saja (Dunn, 2018).
Pendekatan ini menegaskan bahwa tidak ada satu perspektif yang sepenuhnya paling benar,
karena pemahaman yang lebih utuh justru lahir dari sintesis dari berbagai cara pandang yang
saling melengkapi (Linstone, 1989). Untuk itu, MPA menggunakan tiga perspektif utama
yang dikenal sebagai TOP, yaitu Technical (T), Organizational (O), dan Personal (P). Perspektif
teknis berorientasi pada hubungan sebab-akibat, model optimasi, dan kuantifikasi masalah.
Di sisi lain, perspektif organisasi menempatkan persoalan sebagai bagian dari dinamika
kelembagaan yang dipengaruhi prosedur, aturan, dan stabilitas organisasi (Dunn, 2018;
Linstone, 1989). Sementara itu, perspektif personal menekankan aspek persepsi, nilai, intuisi,
kepentingan, dan pengalaman individu dalam proses kebijakan (Dunn, 2018). Ketiga
perspektif tersebut saling melengkapi dan sangat relevan digunakan dalam analisis sistem
sosio-teknis, terutama ketika interaksi antara teknologi, organisasi, dan individu menciptakan
kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui model teknis semata (Linstone, 1989;
Dunn, 2018).

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan di daerah Bireuen Aceh pada tahun 2022 mengenai
karakteristik campak yang menyerang anak, menunjukkan bahwa kasus campak paling
banyak terjadi pada anak usia 2-5 tahun dengan proporsi yang lebih tinggi pada laki-laki.
Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus terjadi pada anak dengan
status imunisasi yang tidak lengkap, status gizi normoweight, serta tidak memiliki riwayat
pemberian vitamin A. Selain itu, komplikasi yang paling umum menyertai kasus campak
adalah bronkopneumonia. Oleh karena itu, temuan tersebut menegaskan bahwa faktor
imunisasi, kondisi gizi, dan suplementasi vitamin berperan penting dalam meningkatkan
kekebalan anak terhadap campak (Asy-syifaa et al., 2024).

Pada tahun 2023, terdapat penelitian mengenai analisis spasial temporal pada campak
di Puskesmas Sangurara, dengan fokus KLB campak di Kota Palu. Penelitian tersebut
menunjukkan adanya peningkatan kasus campak yang ditandai dengan lonjakan hingga
mencapai 213 kasus sehingga memicu ditetapkannya status KLB. Melalui analisis spasial
temporal menggunakan uji Spatially Weighted Regression, ditemukan bahwa kepadatan
hunian, status imunisasi campak, dan curah hujan memiliki efek yang berkontribusi terhadap
peningkatan kasus campak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor di atas
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kasus campak dan penularan cenderung
terjadi pada kelompok hunian tertentu (Buchair et al., 2025).

Penelitian serupa yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Hajimena, Kabupaten
Lampung Selatan, menemukan bahwa campak merupakan penyakit infeksius dengan tingkat
kematian tinggi yang lebih banyak menyerang anak-anak dan dewasa muda. Poin utama
penelitian ini adalah bahwa penderita campak akan menjadi lebih berat apabila anak
memiliki kondisi gizi yang kurang. Penelitian yang menggunakan desain cross-sectional
dengan sampel 108 anak ini meneliti empat variabel risiko, yaitu umur, kontak dengan
penderita, status imunisasi, dan riwayat campak ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
30 anak (27,8%) pernah menderita campak dan tidak terdapat hubungan antara usia dan
kejadian campak. Namun, teridentifikasi tiga faktor risiko signifikan, yaitu kontak dengan
penderita dalam keluarga, status imunisasi yang tidak lengkap, dan riwayat campak pada
ibu. Masing-masing faktor tersebut memiliki nilai Odds Ratio (OR), yaitu ukuran yang
menunjukkan seberapa jauh faktor tersebut meningkatkan peluang anak terkena campak
dibandingkan anak yang tidak terpapar faktor risiko. Temuan ini menegaskan pentingnya
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memperkuat program imunisasi serta meningkatkan edukasi kepada orang tua mengenai
urgensi imunisasi bayi dan balita untuk menurunkan risiko campak (Hilmy & Asyary, 2023).

Penelitian pada tahun 2024 mengenai penyuluhan kesehatan masyarakat terkait
Campak di tingkat SD dan SMP Santa Theresia Malalayang Kota Manado menemukan hal
yang sama. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa campak merupakan penyakit infeksius
dengan angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Hal utama yang diperlukan dalam upaya
pencegahan adalah imunisasi dan penanganan dini. Sejak pandemi Covid-19, beberapa
provinsi di Indonesia mengalami KLB campak akibat menurunnya cakupan imunisasi. Hal
itu dipengaruhi oleh keterbatasan vaksin, alokasi anggaran yang lebih difokuskan pada
penanganan pandemi, kekhawatiran orang tua membawa anak ke fasilitas kesehatan, dan
munculnya kelompok anti-imunisasi. Temuan utama penelitian tersebut menunjukkan
bahwa tingkat pengetahuan mengenai campak di kalangan murid, orang tua, dan guru pada
awalnya sangat rendah (20%) dan meningkat secara signifikan menjadi 90% setelah dilakukan
intervensi edukasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan informasi kesehatan
berperan penting dalam upaya pencegahan campak (Rampengan & Rampengan, 2024).

Penelitian lain yang mencoba merancang alternatif kebijakan atas peningkatan minat
Wanita Usia Subur (WUS) untuk melakukan imunisasi campak dan rubela, menegaskan
bahwa imunisasi tersebut untuk wanita usia subur masih bersifat pilihan. Padahal infeksi
pada ibu hamil berisiko tinggi menyebabkan Congenital Rubella Syndrome (CRS) pada bayi.
Penelitian tersebut menemukan bahwa di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, kunjungan
imunisasi WUS masih tergolong rendah, yaitu kurang dari 100 kunjungan dengan 11 kasus
CRS pada tahun 2017. Hal ini menggambarkan adanya persoalan serius dalam perlindungan
kesehatan reproduksi. Penelitian ini menemukan berbagai hambatan kebijakan, seperti
ketiadaan data kasus campak pada orang dewasa, kurangnya upaya promotif untuk
meningkatkan pemahaman WUS, tidak tersedianya anggaran edukasi imunisasi dewasa, dan
lemahnya koordinasi antarunit layanan kesehatan. Berdasarkan temuan tersebut,
direkomendasikan penyusunan kebijakan yang lebih terstruktur melalui Standar Operasional
Prosedur (SOP) upaya promotif imunisasi campak bagi WUS. SOP yang dimaksud adalah
memuat panduan kegiatan, alur pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran, guna
memperkuat pencegahan CRS dan meningkatkan minat WUS untuk melakukan imunisasi
(Wulandari & Novita, 2019).

Selanjutnya, penelitian mengenai vaksin berjudul “Revaccination with Measles-Mumps-
Rubella Vaccine and Infectious Disease Morbidity” menemukan bahwa pemberian vaksin MMR
ulang terbukti aman dan tidak menimbulkan tambahan risiko infeksi lain. Vaksin Measles
Mumps Rubella (MMR) adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak beserta gondongan
(mumps), dan rubella (campak Jerman). Bahkan, anak yang mendapatkan vaksinasi ulang
justru memiliki tingkat infeksi berat yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak
divaksin ulang. Temuan ini menunjukkan bahwa vaksin MMR bisa memberikan
perlindungan ekstra terutama dari campak, meskipun penelitian lebih lanjut tetap diperlukan
untuk memastikan hal tersebut (Sorup et al., 2019).

Di sisi lain, terdapat penelitian internasional mengenai pola penularan virus campak
yang beredar di Negara China selama tahun 1993-2021. Studi tersebut menunjukkan bahwa
upaya eliminasi campak di negara tersebut telah mengalami kemajuan besar. Berdasarkan
analisis terhadap lebih dari 17.000 sampel virus, ditemukan bahwa angka kejadian campak
terus menurun sejak tahun 1993 dan mencapai titik terendah pada kisaran tahun 2020-2021.
Studi tersebut juga mengungkap bahwa jenis virus campak yang paling lama beredar di
China akhirnya tidak lagi ditemukan sejak tahun 2019. Sementara itu, berbagai jenis virus
yang masuk dari luar negeri juga tidak terdeteksi lagi setelah tahun 2020. Temuan ini
menegaskan bahwa cakupan imunisasi yang tinggi dan kegiatan imunisasi tambahan secara
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konsisten berperan penting dalam menekan penularan. Oleh karena itu, China kini telah
berhasil berada pada tahap akhir menuju eliminasi campak (Wang et al., 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, ditemukan bahwa secara konsisten
penelitian mengenai KLB campak mengelompokkan faktor risiko menjadi dimensi
individu/klinis (status imunisasi tidak lengkap, gizi kurang, dan kontak penderita) dan
dimensi lingkungan/sistemik (kepadatan hunian, kondisi pasca-pandemi, dan kebijakan
imunisasi). Temuan yang paling berulang dan krusial di seluruh studi adalah bahwa status
imunisasi yang tidak lengkap menjadi penyebab utama peningkatan kasus dan penularan di
berbagai daerah. Oleh karena itu, efektivitas respon terhadap wabah dan pencegahan
penyakit menular, sangat bergantung pada kapasitas tata kelola pelayanan publik dalam
memperkuat program imunisasi yang terstruktur, proaktif dalam edukasi, dan adaptif
terhadap krisis.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh
melalui penelusuran sumber sekunder, seperti buku, artikel, berita, dan website resmi yang
sesuai dengan isu yang dikaji. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teknik analisis
perspektif berganda atau Multiple Perspective Analysis (MPA), yang lahir sebagai respons
terhadap analisis sistem tradisional yang terlalu mengandalkan pendekatan teknis-rasional
(Linstone, 1989). Tujuan utama dari analisis perspektif berganda adalah untuk mendapatkan
wawasan yang lebih luas dalam memahami konteks implementasi sehingga membuat
ketidakpastian dalam kebijakan dapat terkelola dengan lebih baik. Dengan menggunakan
berbagai sudut pandang, metode ini secara eksplisit dirancang untuk mengatasi situasi di
mana para analis, pembuat kebijakan, maupun pemangku kepentingan belum mencapai
kesepahaman dalam merumuskan suatu permasalahan (Dunn, 2017).

Latar Belakang:
KLB Campak Sumenep

Technical Organizational Personal
Perspective Perspective Perspective

Temuan Akar Masalah

Fase 2

Forecasting

[ Alternatif 1

Alternatif 3 ]

Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025
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Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah MPA untuk
mengidentifikasi sumber permasalahan dalam kasus KLB campak di Kabupaten Sumenep.
Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber sekunder, seperti
laporan resmi Kementerian Kesehatan, publikasi ilmiah, dan pemberitaan media yang
relevan. Proses analisis dilakukan secara bertahap sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.
Tahapan analisis diawali dengan klasifikasi masalah ke dalam tiga perspektif utama MPA,
yaitu Technical, Organizational, dan Personal (TOP), untuk mengerucutkan identifikasi akar
masalah. Tahap berikutnya adalah forecasting, yaitu memproyeksikan konsekuensi kebijakan
apabila akar masalah tidak diintervensi, sehingga memberikan gambaran potensi risiko yang
akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, dilakukan seleksi alternatif kebijakan melalui
metode perbandingan dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, kelayakan
implementasi, dan keberlanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan (Prabawati
et al., 2019). Hal tersebut diperkuat oleh Bardach (2020) yang menyebutkan bahwa dalam
memilih alternatif kebijakan perlu dianalisis empat kriteria utama berupa technical feasibility,
economic and financial possibility, political viability, dan administrative operability. Seluruh tahapan
analisis tersebut dilakukan secara iteratif dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka
teori, sehingga menghasilkan sintesis kebijakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Multiple Perspective Analysis (MPA)

Multiple Perspective Analysis (MPA) atau analisis perspektif berganda lahir sebagai
respon atas keterbatasan mendasar dari analisis sistem tradisional. Pendekatan analisis sistem
tradisional dinilai terlalu mengandalkan pendekatan teknis rasional, kuantitatif dan
optimalisasi. Tujuan dari MPA adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya,
memahami konteks implementasi, dan membuat ketidakpastian menjadi terkelola. Metode
ini menegaskan bahwa tidak ada satu sudut pandang yang paling benar, namun kebenaran
yang komprehensif muncul dari sintesis dan pertimbangan melalui berbagai cara pandang
yang berbeda (Linstone, 1989). MPA menggunakan tiga sudut pandang atau perspektif, yaitu
technical, organizational, dan personal (Dunn, 2017).

Technical

Melihat masalah sebagai
sesuatu yang harus
dioptimalkan untuk

mencari solusi efisien &

efektif

Organizationa

Melihat masalah
berdasarkan persepsi,
kebutuhan, nilai-nilai,
& kepentingan pribadi
dariindividu yang
terlibat sebagai
pengambil keputusan,

Melihat masalah
melalui lensa
prosedural, aturan &
rutinitas yang berlaku

dalam sebuah
organisasi

Gambar 2. Tiga Perspektif pada Multiple Perspective Analysis
Sumber: Dunn, 2017
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Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, MPA membagi analisis kebijakan ke dalam
tiga perspektif utama, yaitu technical, organizational, dan personal. Ketiga perspektif tersebut
tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas
permasalahan kebijakan. Dalam konteks wabah campak di Kabupaten Sumenep, ketiga
perspektif ini digunakan secara simultan untuk mengidentifikasi sumber kegagalan
intervensi secara lebih komprehensif.

Pertama, berdasarkan perspektif MPA, technical perspective memandang wabah
campak sebagai masalah optimasi kesehatan populasi yang dapat dikuantifikasi melalui
indikator epidemiologi, cakupan imunisasi, dan performa respons. Berdasarkan data
Kemenkes RI, kurva epidemi mingguan menunjukkan periode relatif tenang pada tahun 2022,
yang ditandai dengan rendahnya jumlah kasus campak pada tahun tersebut. Lonjakan
signifikan terjadi pada pertengahan tahun 2023, yaitu sekitar minggu ke-20 sampai dengan
minggu ke-30. Pada tahun 2023, puncaknya terjadi pada saat jumlah kasus mencapai sekitar
250-300 kasus per minggu, yang merupakan angka tertinggi selama rentang waktu adanya
wabah. Tingginya kasus pada tahun 2023 disebabkan oleh penurunan cakupan imunisasi
selama pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Covid-19 merupakan salah satu
faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus campak.

Rentang Waktu 2022-2025
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Gambear 3. Kurva Epidemi Suspek Campak di Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2025
Sumber: Kemenkes, 2025

Adapun tren epidemiologis wabah campak di Kabupaten Sumenep dapat diamati
pada Gambar 3. Pada gambar tersebut dapat dilihat adanya pola fluktuatif dengan lonjakan
signifikan pada tahun 2023 dan puncak yang lebih tinggi pada tahun 2025. Sementara itu,
pada tahun 2024 jumlah kasus campak relatif sangat rendah, bahkan hampir mendekati nol
kasus. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pada tahun 2023 cukup
berhasil, yaitu pelaksanaan ORI selektif di Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Lenteng. Hal
tersebut menandai adanya akumulasi kerentanan pasca penurunan cakupan imunisasi
selama pandemi dan transmisi intens pada musim tertentu. Secara teknikal, keadaan ini
mengindikasikan perlunya pergeseran momentum intervensi dari pola reaktif (melakukan
ORI saat puncak kasus) menjadi pola proaktif berupa catch-up terjadwal dan sweeping sasaran
rentan sebelum musim lonjakan. Sehingga terdapat target indikator turunan seperti
penurunan insiden mingguan dan percepatan penemuan kasus untuk memutus rantai
penularan. Terakhir, pada tahun 2025 terjadi lonjakan kasus di minggu ke-1 hingga ke-2,
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bahkan mencapai 400-450 kasus per minggu. Jumlah kasus pada tahun 2025 tersebut melebihi
yang terjadi pada tahun 2023 sebagai bentuk puncak kasus.

Berdasarkan update kasus dari Kemenkes, hingga 24 Agustus 2025 terdapat total 2.139
kasus suspek campak, dengan 205 kasus terkonfirmasi positif dan 17 kasus berujung pada
kematian. Selain itu, seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep melaporkan penemuan kasus
suspek campak di masing-masing wilayah mereka. Total terdapat 27 kecamatan di Kabupaten
Sumenep yang semuanya terpapar wabah campak. Ini menandakan adanya pola persebaran
kasus yang merata pada tingkat kabupaten. Selain itu, Kabupaten Sumenep terletak di ujung
timur Pulau Madura dan terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Dari total 27 kecamatan,
terdapat tiga kecamatan dengan penemuan kasus suspek campak lebih dari 150 kasus, yaitu
Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota Sumenep, dan Kecamatan Batang-Batang.

= Tidak Imunisasi
= Imunisasi MR1 1 kali
= Imunisasi MR1 2 Kali

= Tidak Tau

Gambar 4. Status Imunisasi pada Suspek Campak 2025
Sumber: Kemenkes, 2025

Dari segi technical perspective, wabah ini didorong oleh rendahnya tingkat imunisasi,
terutama pada balita. Padahal, balita merupakan korban paling rentan dalam kasus wabah
ini, sehingga imunisasi menjadi hal yang seharusnya dilakukan sebagai upaya preventif.
Berdasarkan Gambar 4, mayoritas suspek campak, yaitu dengan persentase 89%, merupakan
individu yang tidak mendapatkan atau tidak melakukan imunisasi dan sebagian besar
berasal dari kelompok balita. Rendahnya tingkat imunisasi menandakan rendahnya HBM
pada masyarakat, bahwa keyakinan anak akan tetap sehat tanpa imunisasi, pengalaman
negatif dan kurangnya dukungan internal, menjadi faktor penghambat individu dalam
melakukan upaya preventif kesehatan. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan
cakupan vaksinasi pada populasi berisiko dan menjadi urgensi pemberian imunisasi pada
anak usia dini.

Kedua, organizational perspective, memandang bahwa karakteristik Kabupaten
Sumenep yang terdiri dari 126 pulau, menyebabkan pelaksanaan imunisasi yang sistematis
di wilayah kepulauan membutuhkan perencanaan logistik dan strategi penjangkauan yang
luar biasa. Hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara efektif oleh
organisasi yang kekurangan tenaga khusus di bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas).
Perbandingan antara 132 tenaga medis dan 7 tenaga Kesmas menunjukkan fokus organisasi
yang sangat kuat pada pengobatan (kuratif) dan sangat lemah pada pencegahan (preventif).

Sementara, dari total 30 Puskesmas, hanya 7 Puskesmas yang memiliki tenaga
kesehatan masyarakat, 23 Puskesmas tidak memiliki satu pun staf yang didedikasikan untuk
fungsi promotif dan preventif, seperti penyuluhan imunisasi, surveilans penyakit, dan
penjangkauan komunitas. 23 Puskesmas tersebut setara dengan 77% dari total Puskesmas
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yang ada di seluruh Kabupaten Sumenep. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, dalam
pernyataannya pada 28 Agustus 2025 menilai bahwa KLB Campak di Sumenep
mencerminkan lemahnya upaya pencegahan. Menurutnya, imunisasi massal dilakukan
terlambat karena baru digalakkan setelah kasus meningkat hingga ribuan dan
mengakibatkan korban jiwa (Muliawati, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Yahya Zaini
menilai hal ini bukan sekedar persoalan kesehatan, namun juga lemahnya tata kelola sistem
imunisasi nasional (Fiqri, 2025). Indonesia telah memiliki program imunisasi dasar lengkap
yang diberikan secara gratis. Namun fakta rendahnya cakupan imunisasi di daerah tertentu,
menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pelaksanaan, pendataan, dan pengawasan di
lapangan.

Dari sisi organizational perspective, terdapat 30 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu
(Pustu) yang melayani 334 desa atau kelurahan di Kabupaten Sumenep. Artinya, rata-rata
setiap Puskesmas bertanggung jawab atas 11 desa atau kelurahan. Beban ini menjadi hampir
mustahil untuk ditangani secara efektif ketika tidak didukung oleh staf Kesmas yang
memadai. Kapasitas promotif dan preventif di Kabupaten Sumenep terlalu kecil
dibandingkan dengan beban wilayah yang harus dilayani. Dari total 30 Puskesmas, hanya 7
yang memiliki tenaga kesehatan masyarakat. Dengan begitu, 23 Puskesmas (77%) tidak
memiliki staf penyuluhan, surveilans, dan penjangkauan komunitas. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa orientasi organisasi masih cenderung pada pelayanan kuratif daripada
upaya pencegahan. Hal tersebut sebagaimana tercermin dari rasio jumlah tenaga medis
dibandingkan dengan tenaga Kesmas, dimana terdapat 132 orang tenaga medis namun hanya
terdapat 7 orang tenaga Kesmas. Beban geografis ini semakin terasa karena 30 Puskesmas dan
56 Puskesmas Pembantu harus melayani 334 desa/kelurahan. Hal ini berarti rata-rata setiap
Puskesmas menangani 11 desa, sehingga micro-planning, sweeping, dan defaulter tracking sulit
dilakukan secara konsisten tanpa tim Kesmas yang memadai.

Adapun temuan dari organizational perspective menunjukkan adanya keterbatasan
signifikan dalam kapasitas promotif dan preventif. Hal tersebut ditandai oleh fakta bahwa
sebanyak 77% Puskesmas di Kabupaten Sumenep tidak memiliki tenaga kesehatan
masyarakat. Namun demikian, kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi
dengan faktor teknis berupa rendahnya cakupan imunisasi serta faktor personal berupa
rendahnya penerimaan vaksin. Oleh karena itu, kegagalan yang terjadi tidak semata-mata
merupakan kegagalan organisasi, tetapi merupakan kegagalan kebijakan yang bersifat
multidimensional. Ketiga, personal perspective justru datang dari sisi personal orang tua dan
keluarga yang dapat dilihat dari kekhawatiran dan interpretasi nilai-nilai agama yang kuat
pada level keluarga. Isu terkait keharaman vaksin memengaruhi keputusan individu untuk
melakukan vaksinasi. Hal ini juga menjadi salah satu alasan rendahnya tingkat imunisasi
(Wijayanti, 2025). Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Wakil Menteri Kesehatan
(Wamenkes) Dante Saksono yang menyatakan bahwa banyak orang tua yang enggan
memberikan vaksin kepada anaknya dengan alasan takut terhadap efek sampingnya ataupun
mempercayai informasi negatif yang dikaitkan dengan aspek agama (Prasetyo, 2025). Selain
itu, banyak orang tua di Sumenep menolak vaksin karena percaya bahwa vaksin campak itu
haram. Padahal, upaya preventif pada anak dalam hal ini bergantung pada HBM orang
tuanya. Hal itu karena upaya preventif pada anak sangat bergantung pada keyakinan
individu orang tuanya, karena anak belum bisa mengambil keputusan dan dipengaruhi oleh
kurangnya pemahaman kesehatan.

Nilai agama, budaya dan norma sosial di Sumenep sangat kuat memengaruhi
pandangan personal seseorang, sehingga keputusan kesehatan diambil berdasarkan
interpretasi keagamaan pribadi. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa penyelesaian
masalah tidak cukup hanya secara teknis (ketersediaan vaksin) atau organisasi (tim
dikerahkan), tetapi juga membutuhkan pendekatan yang menyentuh nilai personal

160 Jurnal Wacana Kinerja | Volume 29 | Nomor 1 | Juni 2026



Laras Lingganingrum, Yuni Khofifah Endar Parawangsa, Nada Nafira Almanzani,
Bima Dwi Putra Bhayangkara, dan Dominikus Savio Sasi

masyarakat. Pada akhirnya, dapat terlihat adanya personal beliefs yaitu kepercayaan agama
dan ketakutan terhadap efek samping, menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat
imunisasi pada KLB di Sumenep.

Multiple Perspective Analysis

Technical Perspective Orgamzat:gna[ Personal Perspective
Perspective
eLonjakan tajam kasus eKetimpangan tenaga eKuatnya Personal belief
campak menjadi KLB kesehatan (kuantitas dan pada masyarakat (vaksin
*Rendahnya tingkat kualitas) haram)
imunisasi *Sistem yang reaktif, tidak *Missinformasi pada
proaktif masyarakat

Gambar 5. Multiple Perspective Analysis Pada KLB Campak Sumenep
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan kerangka MPA, wabah campak di Kabupaten Sumenep dapat dipahami
sebagai hasil dari interaksi kompleks antara tiga dimensi utama, yaitu technical, organizational,
dan personal (TOP), sebagaimana dirumuskan oleh Linstone (1989). Sintesis dari ketiga
perspektif tersebut telah dirangkum dalam Gambar 5. Pada gambar tersebut terlihat bahwa
rendahnya cakupan imunisasi sebagai technical perspective tidak berdiri sendiri, melainkan
berkaitan erat dengan resistensi masyarakat yang berbasis pada kepercayaan dan persepsi
(personal perspective), serta keterbatasan kapasitas sistem kesehatan dalam menjalankan fungsi
promotif dan preventif (organizational perspective). Keterkaitan antarfaktor ini menegaskan
bahwa kegagalan dalam penanganan KLB campak di Sumenep bersifat sistemik, yaitu
berakar dari lemahnya tata kelola kesehatan, khususnya dalam hal kapasitas dan fungsi
tenaga kesehatan dalam mengelola sistem secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan
intervensi yang parsial tidak akan memadai, namun diperlukan strategi kebijakan yang
komprehensif dan terintegrasi yang mampu menjangkau seluruh dimensi permasalahan
secara simultan.

4.2. Forecasting Alternatif Kebijakan

Multimethod

Theoretical Judgemental
Forecasting

Forecasting Forecasting

Gambar 6. Teknik Forecasting pada KLB Wabah Campak
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025
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Forecasting dilakukan untuk melakukan peramalan pada alternatif kebijakan sebagai
pendukung pengambil keputusan dengan cara memprediksi masa depan dan konsekuensi
tiap alternatif. Berdasarkan kondisi KLB campak di Sumenep maka digunakan multimethod
forecasting sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6, yang menggabungkan theoretical dan
judgemental forecasting. Bagian ini menjelaskan pendekatan mixed-method forecasting yang
digunakan untuk meramalkan arah wabah campak di Sumenep. Mengikuti kerangka Dunn,
forecasting dilakukan dengan menggabungkan dua produk analisis yaitu prediksi berbasis
teori (theoretical forecasting) dan dugaan berbasis penilaian pakar (judgmental forecasting).
Keduanya dipakai secara komplementer karena data deret waktu kuantitatif tidak memadai
untuk melakukan proyeksi ekstrapolatif yang andal (Dunn, 2017).

Theoretical Forecasting ini memadukan tiga teori sebagai alat untuk memprediksi
kejadian di masa mendatang. Pertama, herd immunity merupakan pengurangan risiko infeksi
pada individu rentan karena sebagian besar populasi telah memiliki kekebalan (Fine et al.,
2011). Herd immunity menetapkan sasaran epidemiologis, yaitu apabila proporsi populasi
yang kebal sudah melampaui ambang tertentu, maka insidensi akan menurun. Untuk kasus
campak (R, adalah 12-18), target cakupan imunisasi adalah 95%. Dengan demikian, apabila
cakupan imunisasi sudah mencapai atau melebihi 95%, maka angka penularan campak akan
menurun drastis. Kedua, HBM menjelaskan sisi penerimaan bahwa perilaku imunisasi
terdorong ketika susceptibility dan benefits dipersepsikan tinggi, barriers rendah, dan terdapat
cues to action yang tepat. Ketiga, governance menjelaskan kapasitas dan koordinasi, bahwa
jejaring layanan perlu dikendalikan melalui akuntabilitas (agency), dukungan operasional
(stewardship), dan penguatan logistik dan data agar respons cepat dan merata (Chhotray &
Stoker, 2009). Ketiga teori tersebut memberikan hubungan kausal bahwa perbaikan tata kelola
dan penurunan hambatan perilaku, disertai dengan pencapaian target cakupan imunisasi
yang merata 295%, akan menghasilkan penurunan transmisi penyakit.

Judgemental forecasting ditinjau dari pernyataan berbagai aktor yang terlibat dalam
vaksinasi dan upaya meredam KLB. Pernyataan pejabat imunisasi Kemenkes menekankan
komitmen menjaga cakupan 295% sebagai kunci memutus rantai penularan. Sementara itu,
pedoman WHO menyatakan bahwa cakupan >95% dua dosis diperlukan di tiap komunitas
untuk mencegah outbreaks. Epidemiolog UGM menegaskan adanya korelasi antara tingkat
kekebalan populasi dengan penyebaran campak, sementara Dinkes Sumenep menargetkan
>95% dari sasaran sebagai tujuan kampanye. Semua pernyataan tersebut konsisten dengan
ambang herd immunity serta kebutuhan pemerataan layanan yang dibahas di atas (Metcalf et
al., 2015).

Oleh karena itu, jika cakupan di setiap Puskesmas mencapai 295% dan dipertahankan
selama =8 minggu dengan ORI <5 hari, maka kasus diperkirakan turun ke tingkat nol dalam
8 hingga 12 minggu. Jika tidak, klaster lokal akan bertahan pada kantong yang capaian
imunisasinya <90% dan wabah campak akan semakin sulit dikendalikan.
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4.3. Alternatif Kebijakan
Tabel 1. Perumusan Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan 1: Alternatif Kebijakan 2: Alternatif Kebijakan 3:
Penguatan Kapasitas dan Gerakan Komunikasi, Optimalisasi Sistem Logistik
Manajemen Tenaga Kesehatan Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Data untuk Mencapai

Target Herd Immunity

Kebijakan ini menargetkan akar Kebijakan ini menargetkan Kebijakan ini memastikan supply
masalah: lemahnya kapasitas variabel dari forecasting yaitu side (ketersediaan vaksin dan

dan fungsi tenaga kesehatan meningkatkan persepsi risiko & data) mendukung  upaya
manfaat dan menurunkan mencapaiambang herd immunity
hambatan

1. Redistribusi Nakes dan 1. Kampanye media terpadu 1. Digitalisasi
penataan ulang beban kerja 2.  Melibatkan tokoh kunci 2. Early warning system

2. Pelatihan dan sertifikasi 3. Intervensi berbasis 3. Micro-targeting

3. Sistem insentif berbasis komunitas

kinerja

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Alternatif Kebijakan 1: Penguatan Kapasitas dan Manajemen Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Tabel 1, perumusan alternatif kebijakan diklasifikasikan ke dalam tiga
alternatif kebijakan. Pertama, alternatif kebijakan berupa penguatan kapasitas dan
manajemen tenaga kesehatan, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah formal
terkait kelangkaan dan maldistribusi kritis tenaga kesehatan. Hal ini didukung oleh data
bahwa dari total 30 Puskesmas di Kabupaten Sumenep, hanya 7 Puskesmas yang memiliki
tenaga Kesmas, dan 23 Puskesmas (77% dari total puskesmas) tidak memiliki satu pun staf
yang didedikasikan untuk fungsi promotif dan preventif. Tidak hanya itu, 30 Puskesmas dan
56 Puskesmas Pembantu (Pustu) ditugaskan untuk melayani 334 desa/kelurahan, sehingga
rata-rata setiap Puskesmas bertanggung jawab atas sekitar 11 desa/kelurahan. Beban ini
menjadi hampir mustahil untuk ditangani secara efektif ketika tidak didukung oleh staf
Kesmas yang memadai. Maka redistribusi tenaga kerja dan penataan ulang beban kerja sangat
diperlukan agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam
menjangkau seluruh desa dengan beban kerja yang sesuai kapasitas mereka. Padahal,
menurut World Health Organization (WHO), Ketersediaan tenaga kesehatan dapat mengurangi
risiko keterlambatan penanganan komplikasi yang berpotensi fatal.

Tenaga kesehatan harus dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi agar memiliki
kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan program pengentasan wabah campak.
Pelatihan dapat berbentuk pelatihan teknis, pembekalan keterampilan komunikasi, dan
penguatan kapasitas dalam pelaksanaan protokol kesehatan terbaru, sehingga tenaga
kesehatan tidak hanya memiliki basis pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan
praktis. Tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih akan sangat menentukan keberhasilan
program kesehatan (Widjaja, 2025), dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
(Gahayu, 2024). Terakhir, sistem insentif berbasis kinerja diperlukan untuk mengapresiasi
kinerja tenaga kesehatan yang berdedikasi tinggi, serta berhasil mencapai target cakupan
imunisasi dan menurunkan angka drop-out. Insentif dapat diberikan dalam bentuk finansial
maupun non-finansial. Sistem insentif dan penghargaan atas prestasi dapat memberikan
motivasi kepada tenaga kesehatan untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas
layanan (Singh & Vellakkal, 2021).
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Alternatif Kebijakan 2: Gerakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Berdasarkan pemetaan permasalahan atas tiga perspektif MPA, ditemukan bahwa
salah satu faktor penyebab merebaknya wabah campak di Sumenep adalah rendahnya
penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Berdasarkan hasil forecasting, permasalahan ini
dapat menghasilkan dampak lebih jauh yang buruk, yaitu apabila tingkat penerimaan
masyarakat terhadap vaksin tetap rendah, maka kasus campak akan terus meningkat dan
tidak mampu mencapai target herd immunity sebesar 95%. Oleh karena itu, kebijakan KIE
diperlukan sebagai upaya preventif, dan kampanye kesehatan dipandang sebagai salah satu
metode yang efektif dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

Intervensi berbasis komunitas dapat dilakukan dengan mensosialisasikan vaksin
dalam pertemuan dan pengajian warga, mengaplikasikan sistem proaktif dengan melakukan
kunjungan dari rumah ke rumah, sehingga dapat membangun pendekatan personal.
Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media tradisional, seperti radio
lokal dan spanduk, maupun menggunakan media digital seperti WhatsApp grup warga dan
media sosial. Penyampaian kampanye dengan bahasa daerah serta pesan yang jelas dan
sederhana, pendekatan dengan melibatkan tokoh lokal dan memanfaatkan media yang
mudah dipahami, terbukti lebih dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan edukasi yang
berbasis komunitas sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat (Zuhdi et al., 2025).

Alternatif Kebijakan 3: Optimalisasi Logistik dan Data

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan vaksin hadir secara tepat, baik dari segi
jenis, jumlah, lokasi, maupun waktunya. Dengan cakupan ORI kumulatif sekitar 91,3% dan
masih adanya kantong Puskesmas dengan cakupan di bawah 90%, intervensi ini menutup
celah sisi pasokan dan informasi yang menghambat pencapaian ambang herd immunity 95%,
yang krusial untuk memutus transmisi campak. Tanpa supply chain yang andal dan data
mikro yang akurat, percepatan capaian imunisasi akan tersendat, terutama di wilayah
kepulauan yang menghadapi hambatan transportasi, rantai dingin, serta ketersebaran
sasaran. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan pencatatan secara digital sebagai salah satu
cara untuk mengganti buku register kertas (pencatatan secara manual) dengan Electronic
Immunization Registry (EIR) yang merekam data anak, jenis dan dosis vaksin, jadwal, dan
status kunjungan secara real time. Pencatatan secara digital disajikan dalam dashboard untuk
pemantauan cepat cakupan dan stok. Hal ini bermanfaat untuk mempercepat pelaporan,
mengurangi salah input, memudahkan sweeping anak yang belum atau terlambat vaksin, dan
membantu perencanaan logistik.

Selain itu, early warning system (EWS) sebagai sistem untuk memperkuat kewaspadaan
dini dan respon terhadap campak, dengan ambang sinyal harian dan mingguan dari
Puskesmas, validasi cepat, dan trigger response ORI, pelacakan kontak, serta redistribusi
vaksin-rantai dingin. Adapun manfaat dari sistem ini adalah untuk mendeteksi lebih dini
klaster campak, mempercepat ORI dalam 5-7 hari, menurunkan kasus aktif, serta mencegah
KLB berulang. Sistem ini dapat dilengkapi dengan pendekatan inovatif seperti surveillance
lingkungan atau wastewater untuk penyakit lain sebagai konsep EWS (Murni et al., 2024).
Terakhir, micro-targeting dilakukan melalui pemetaan GIS dan data registry untuk
mengidentifikasi kantung cakupan rendah atau zero-dose per dusun, memprioritaskan
kunjungan door-to-door, menambah titik layanan sementara, dan menyesuaikan jadwal
transport lintas kepulauan. Micro-targeting dilakukan agar pelayanan imunisasi campak dapat
menjangkau seluruh wilayah pelosok agar terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan.
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Metode perbandingan merupakan salah satu model rekomendasi kebijakan yang
digunakan untuk menyeleksi alternatif kebijakan dengan cara membandingkan seluruh
alternatif yang ada berdasarkan seperangkat kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya
(Prabawati et al., 2019). Dalam pelaksanaannya, setiap alternatif kebijakan dinilai berdasarkan
kemampuannya dalam memenuhi setiap kriteria tersebut. Bardach (2020) menyebutkan
bahwa dalam memilih alternatif kebijakan perlu dianalisis empat kriteria utama berupa
technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, dan administrative
operability. Metode ini tidak hanya sekadar memberikan nilai, tetapi juga mempertimbangkan
relevansi kriteria dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Dengan demikian, metode
perbandingan berfungsi sebagai alat sistematis yang tidak hanya membandingkan alternatif
secara langsung, tetapi juga menjembatani tujuan kebijakan dengan pilihan tindakan yang
konkret, sehingga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya unggul
secara teknis tetapi juga dapat diterima (acceptable) oleh pihak yang berkepentingan.

Tabel 2. Kertas Kerja Operasional Kriteria Alternatif Kebijakan

Kriteria Tujuan Kriteria Status Quo Alternatif Alternatif Alternatif
Analisis Kebijakan1 Kebijakan2 Kebijakan 3
Technical ~Memperce ~ Waktu pada 7-14  hari; <5 hari; Tidak <5 hari;
Feasibility ~ pat respons Outbreak bergantung  sweeping dan langsung distribusi
imunisasi ~ Response ketersediaan mobile clinic  mempengar real-time
saat KLB Immunization  tim dan uhi respon,
(ORI) logistik hanya
mempercepa
t turnout
Meningkat Cakupan 91,3% total; Naik Naik cepat; Naik
kan MR1 dan di  bawah moderat; demand signifikan
cakupan MR2 (%) target Buruk kapasitas meningkat bila supply
imunisasi >95% pelayanan lancar
bertambah
Menghapus Jumlah Menurun Turun lewat Turun Turun
kantong puskesmas <10/hari sweeping karena karena
risiko dengan namun door-to-door  partisipasi distribusi
penularan  cakupan belum nol warga tepat
<90% meningkat sasaran
Economic  Mengoptim Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya
and alkan biaya implementasi rendah, sedang rendah- sedang;
Financial ~ penanggula (Rp) tetapi wabah (pelatihan,  sedang; investasi IT
Possibility  ngan berulang insentif) kemitraan & transport
wabah media
Mengurang Biaya Tinggi; KLB Turun Turun Turun
i beban penanggulan berulang drastis; moderat signifikan;
biaya gan KLB karena pencegahan supply tepat
outbreak di (Rp/tahun) cakupan primer waktu
masa depan <95% berjalan
Political Meningkat = Dukungan Dukungan Perlu Dukungan Butuh
Viability kan Pemda, tokoh terbatas dan advokasi luas dari komitmen
dukungan  masyarakat,  kurang anggaran; tokoh lintas dinas
dan DPRD koordinasi sejalan masyarakat
penerimaan dengan
kebijakan transformasi
SDM
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Kriteria Tujuan Kriteria Status Quo Alternatif Alternatif Alternatif
Analisis Kebijakan1 Kebijakan2 Kebijakan 3
Administra Memastik-  Ketersediaan  Tidak Redistribusi ~ Tidak SDM perlu
tive an dan distribusi merata; & insentif menambah dilatih
Operability kapasitas tenaga kekurangan SDM SDM, hanya untuk
operasional kesehatan di wilayah mengurangi mengopera
kepulauan hambatan sikan
sistem
Menjaga Ketersediaan = Kendala Ada petugas Netral; Membaik
kelancaran vaksin dan stok/transp khusus hanya signifikan;
logistik dan  cold-chain ort di logistik berdampak  pemantaua
cold-chain beberapa pada demand n stok real-
titik time

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan hasil metode perbandingan kebijakan alternatif pada Tabel 2, alternatif
kebijakan 1, yaitu penguatan kapasitas dan manajemen tenaga kesehatan, merupakan opsi
yang paling layak untuk diimplementasikan. Kebijakan ini dianggap paling efektif dari segi
kelayakan teknis, karena dapat mempercepat waktu respons imunisasi selama wabah, serta
meningkatkan cakupan imunisasi MR1 dan MR2 dengan memperkuat kapasitas layanan di
lapangan. Selain itu, dalam hal political viability dan administrative operability, alternatif ini juga
relatif kuat karena sejalan dengan kebutuhan redistribusi tenaga kesehatan dan memfasilitasi
koordinasi lintas sektor yang lebih terfokus.

Rekomendasi penguatan kapasitas dan manajemen tenaga kesehatan juga relevan
dengan konteks Kabupaten Sumenep yang menghadapi tantangan besar dalam penyediaan
layanan kesehatan yang merata akibat kondisi geografis kepulauan (126 pulau) dan
keterbatasan tenaga medis di daerah terpencil. Selain itu, cakupan imunisasi yang rendah dan
masih di bawah target nasional 95%, menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan
cakupan tidak cukup hanya melalui penyediaan vaksin, tetapi juga memerlukan tenaga
kesehatan yang memadai, terlatih, serta mencukupi dari segi kuantitas sehingga mampu
menjangkau seluruh wilayah. Dengan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, terutama
dalam hal mobilitas dan respons cepat terhadap wabah, diharapkan distribusi layanan
vaksinasi dapat lebih merata dan target herd immunity di Kabupaten Sumenep dapat tercapai.

Sebagai pelengkap, alternatif kebijakan 2 dan 3 tetap perlu dikembangkan secara
sinergis. Optimasi sistem logistik dan data dapat memastikan distribusi vaksin dan imunisasi
dapat berjalan dengan efisien dan didasari oleh informasi yang akurat, sementara penguatan
KIE memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam imunisasi. Integrasi ketiga alternatif ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih
komprehensif dalam mengatasi permasalahan campak di Kabupaten Sumenep.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan Multiple Perspective Analysis,
penelitian ini menunjukkan bahwa wabah campak di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata
disebabkan oleh faktor teknis kesehatan, melainkan merupakan konsekuensi dari kegagalan
sistemik dalam tata kelola kesehatan daerah. Kegagalan tersebut tercermin dari lemahnya
kapasitas dan fungsi tenaga kesehatan dalam mengelola pelayanan kesehatan, pengawasan
imunisasi, serta pelaksanaan tindakan preventif yang berkelanjutan. Kondisi ini berdampak
pada meningkatnya jumlah kasus campak sekaligus melemahkan efektivitas program
vaksinasi sebagai instrumen utama pengendalian wabah. Temuan penelitian juga
memperlihatkan bahwa cakupan imunisasi memiliki hubungan yang sangat signifikan
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dengan arah perkembangan wabah campak di masa mendatang. Hasil forecasting
menunjukkan bahwa peningkatan cakupan imunisasi hingga lebih dari 95 persen mampu
menurunkan laju penularan campak secara drastis. Dengan demikian, upaya peningkatan
cakupan vaksinasi menjadi langkah strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai respons
jangka pendek terhadap wabah, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk mencapai
eliminasi kasus campak secara bertahap.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan tiga
alternatif kebijakan, yaitu penguatan kapasitas dan manajemen tenaga kesehatan, gerakan
komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta optimalisasi sistem logistik dan data
kesehatan. Dari ketiga alternatif tersebut, penguatan kapasitas dan manajemen tenaga
kesehatan dipandang sebagai alternatif kebijakan yang paling relevan dan prioritas.
Kebijakan ini dinilai mampu menjawab akar persoalan secara langsung karena berfokus pada
perbaikan tata kelola sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kapasitas pelayanan,
serta penguatan koordinasi dalam sistem kesehatan daerah. Selain itu, alternatif ini juga
memiliki tingkat implementasi yang lebih memungkinkan (actionable) dan paling memenuhi
kriteria efektivitas kebijakan yang telah disusun dalam analisis alternatif kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB)
campak di Kabupaten Sumenep merupakan bentuk kegagalan kebijakan yang bersifat
multidimensional, yang lahir dari interaksi antara faktor teknis, organisasi, dan perilaku
masyarakat. Keterbatasan kapasitas organisasi kesehatan tidak dapat dipisahkan dari
rendahnya cakupan imunisasi serta masih adanya resistensi masyarakat terhadap vaksinasi.
Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang bersifat parsial dan sektoral tidak lagi memadai
untuk mengatasi persoalan tersebut. Diperlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi
melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia kesehatan, strategi imunisasi yang lebih
proaktif dan menjangkau kelompok rentan, serta pengembangan pendekatan komunikasi
berbasis perilaku guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pengendalian campak di
Kabupaten Sumenep diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif sekaligus memperkuat
ketahanan sistem kesehatan daerah dalam menghadapi potensi wabah di masa mendatang.
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